
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
NOMOR : 57    TAHUN 2001    SERI : D 
 
 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
NOMOR : 7 TAHUN 2001 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2000 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
Menimbang 
 
 
 
 
Mengingat      

: 
 
 
 
 
:  

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 
tertanggal 28 Mei 2001 yang dibuat oleh Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
 
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 26 Athun 1959; 

 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (L.N. 
Tahun 2000 Nomor  246 T.L.N. Nomor 4048); 

 
 
 
 



  
 

3. Udang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
(L.N. Tahun 1999 Nomor 60 T.L.N. Nomor 3839) ; 

 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L.N. Tahun 1999 
Nomor 72, T.L.N. Nomor 3848) ; 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (L.N. Nomor 202 Tahun 
2000); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

(L.N. Tahun 1997 Nomor 54, T.L.N. Nomor 3691) ; 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 

Daerah (L.N. Tahun 1997 Nomor 55, T.L.N. Nomor 3691); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (L.N. Tahun 1997 Nomor 56, T.L.N. 
Nomor 3693) ; 

 
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 

tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima 
Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk 
Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ; 

 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 

tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan 
Pensiun bagi Daerah Otonom ; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 

Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ; 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang 

Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ; 
 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

 
 



 
  

 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 
dan Barang Daerah ; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ; 
 
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 

Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah 
dan Pengendalian Kredit Anggaran; 

 
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 

tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ; 
 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 

tentang Manual Administrasi Barang Daerah ; 
 
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 

tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah; 
 
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 

tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara ; 

 
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha 
Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

 
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 

tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata 
Usaha Keuangan Daerah ; 

 
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 

tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala 
Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah ; 

 
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 

tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ; 
 
 
 



25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 
tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk 
dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memperhatikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:
  

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 
tentang Perubahan Bentuk / Contoh Peraturan Daerah Tentang 
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan 
dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
; 

27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
Anggaran 2000 ; 

 
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
1. Surat Edarah Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 

903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 tentang 
Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2000 ; 

 
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 
Juli sampai dengan tanggal 26 Juli 2001 ; 

 
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 28 Mei, 
26 Juni, 5 Juli dan 6 Agustus 2001. 

 
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN SISA 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
TAHUN ANGGARAN 2000; 



Pasal  1 
 
(1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2000 
 

Semula berjumlah      …………………… …………… 
Bertambah sejumlah  …………………………………. 
Setelah Perubahan menjadi …………………………… 

Rp.
Rp.
Rp.

163.831.635.737,50
69.607.036.784,10

233.438.672.485,60
 
(2) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2000 
 

Semula berjumlah      …………………… …………… 
Bertambah sejumlah  …………………………………. 
Setelah Perubahan menjadi …………………………… 

Rp.
Rp.
Rp.

163.831.635.737,50
69.607.036.784,10

233.438.672.485,60
 

a. Anggaran Belanja Rutin 
 

Semula        
Bertambah   
Menjadi  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

102.670.184.737,50
46.276.436.248.10

148.946.620.985,60
 
b. Anggaran Belanja Pembangunan 
  

Semula        
Bertambah   
Menjadi  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

61.161.451.000,00
23.330.600.500,00
84.492.051.500,00

 
Pasal  2 

 
(1) Anggaran Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 
 

Semula        
Bertambah   
Menjadi  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

3.882.168.445,00
1.027.582.307,00
4.909.750.752,00

 
(2) Anggaran Belanja Urusan kas Dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 
 

Semula        
Bertambah   
Menjadi  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

3.882.168.445,00
1.027.582.307,00
4.909.750.752,00

 
 
 
 
 
 
 


